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Pemisahan dan pembagian harta bersamaterikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut
hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang
mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk
mel akukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersamaterikat bersifat deklaratif
dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis
obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan tepat mengonstantir kehendak
penghadap, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, sehingga tidak terdapat
kekeliruan dalan menerapkan hukum dalam pembuatan akta yang berimplikasi pada batalnya produk akta,
sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/Pdt/2012.

<hr>The separation and division of co-related property to either of the inheritance or the marital property
according to the Indonesian positive law is alegal act to end the state of joint ownership that resulted to each
person will get full authority to take legal action over the object. Separation and division of the co-related
property is bound to be declarative and which has retroactive effect. The form of deed of separation and
division depends on the type of object material. Notary must be able to precisely interpreted the client’s will
and obediently follow the prudential principal in carrying his position, there for there will be no mistake in
applying the law on the notary deed, which implicate the annulment of the deed as in the Indonesian
Supreme Court Decision N0.697 PK/Pdt/2012.
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